
Indikator  Index reformasi birokrasi 

Fenomena / 
Penyebab

Rendahnya capaian Indeks RB Kab. Lumajang hasil
evaluasi Menpan yakni 55,96 th 2020 pada posisi 36 dari 38 
Kabupaten 

maka

                                                                              Jika

Indikator Nilai IKM Kecamatan Kedungjajang

Fenomena / 
Penyebab

Kualitas Pelayanaa Publik Kecamatan Kedungjajang belum 
Maksimal pada unsur Penyelenggaraan Tata Kelola 
Pemerintahan Desa Tarjet 85 realisasi 72

maka

                                                                      Maka 

Jika 

Indikator Prosentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti Indikator

Persentase  Desa yang menetapkan RKPDes 
Tepat Waktu, Persentase  Desa yang menetapkan 
APBDes Tepat Waktu, Persentase  Desa yang 
menetapkan LPPDes Tepat Waktu

Fenomena / Penyebab
Kurang Optimalnya hasil Fasiliasi dan Koordinasi yang 
ditindaklanjuti diukur pada Capaian Kinerja Fasilitasi dan 
Koordinasi Kecamatan 

Fenomena / 
Penyebab

Kurang Optimalnya tim binwas kecamatan, 
sehingga masih terdapat beberapa desa yang 
menyusun dokumen administrasi tidak tepat 
waktu

POHON KINERJA KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan 

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 

Meningkatnya hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi / 

keuangan tepat waktu 

Permenpan RB No. 19 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan PP 12 tahun 2022, bahwa pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik di daerah Pasal 2

Fenomena dapat disebabkan oleh hal 
tesebut sesuai PP 12 tahun 2022 ( 
halaman 4 )

Croscating dpat dijelaskan Pada Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/8/427.12/2022 
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 

Berdasarkan Perbub lumajang no. 72 tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan APBDesa 
tahun anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 40 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis 
Penyusunan RPJMDesa dan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 59 tahun tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan 

Fenomena dapat disebabkan oleh hal 
tersebut Permenpan RB No. 19 TAHUN 
2021 

Keterkaitan Hubungan variabel Kemenpan RB No. KEP/26/M.PAN/2/2004 bahwa 
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya 
diwujudkan pada aspek - aspek pembiayaan, waktu, Persyaratan, Prosedur, informasi, 
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, 
Standar, dan lokasi pelayanan

Fenomena dapat disebabkan oleh hal 
tersebut Kemenpan RB No. 
KEP/26/M.PAN/2/2004 

OUTCOME PROGRAM
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi
kebutuhan kantor
Indicator : Persentase pemenuhan
fasilitasi kebutuhan kantor

OUTCOME PROGRAM
Meningkatnya pelayanan administrasi
kecamatan sesuai SP dan SOP
Indikator : persentase pelayanan administrasi
kecamatan sesuai SP dan SOP

OUTCOME PROGRAM
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan
masyarakat
Indicator : rata-rata persentase fasilitasi
pemberdayaan masyarakat

OUTCOME PROGRAM
Meningkatnya fasilitasi koordinasi
ketentraman dan ketertiban umum
Indicator : persentase fasilitasi koordinasi
ketentraman dan ketertiban umum

OUTCOME PROGRAM
Meningkatnya Desa yang menetapkan
dokumen APBDES, RKPDES, LPPDES tepat
waktu
Indicator : persentase Desa yang
menetapkan dokumen APBDES, RKPDES, LPPDES tepat waktu

OUTCOME KEGIATAN
Meningkatnya Persentase fasilitasi  
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat
Indikator :  Persentase fasilitasi  Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat

OUTCOME KEGIATAN
Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa
Indicator : persentase fasilitasi kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa

OUTCOME KEGIATAN
Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
Indicator : Persentase Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

OUTCOME KEGIATAN
Meningkatnya Faslitasi Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum
Indicator : Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

OUTCOME KEGIATAN
Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes,APBDes dan 
LPPDes tepat waktu
Indicator : Jumlah  Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, 
Jumlah  Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Jumlah  Desa 
yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu

SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Terkait dengan Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan

SUB KEGIATAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Desa

SUB KEGIATAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

SUB KEGIATAN
Pelatihan Keluarga Tanggap 
Bencana Alam

SUB KEGIATAN
Peningkatan Ketahanan Pangan 
Keluarga

SUB KEGIATAN
Sinergitas dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia dan Instansi 
Vertikal di Wilayah Kecamatan

SUB KEGIATAN
SFasilitasi Penyusunan Peraturan 
Desa dan Peraturan Kepala Desa

SUB KEGIATAN
Fasilitasi Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa

SUB KEGIATAN
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa



OUTCOME KEGIATAN
Terfasilitasinya penyusunan dokumen 
perencanaan, penganggaran dan evaluasi 
kinerja Perangkat Daerah
Indikator :  Persentase fasilitasi dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja 

OUTCOME KEGIATAN
Terpenuhinya fasilitasi administrasi 
keuangan Perangkat Daerah
Indikator :  Persentase fasilitasi Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

OUTCOME KEGIATAN
Tepenuhinya  fasilitasi administrasi Barang 
Milik Daerah
Indikator :  Persentase fasilitasi Administrasi 
BMD Perangkat Daerah

OUTCOME KEGIATAN
Terpenuhinya administrasi umum 
Perangkat Daerah
Indikator :  Persentase fasilitasi Administrasi 
Umum PD

OUTCOME KEGIATAN
Terpenuhinya fasilitasi  Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator :  persentase fasilitasi Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

OUTCOME KEGIATAN
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah
Indikator :  persentase Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

SUB KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

SUB KEGIATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SUB KEGIATAN
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

SUB KEGIATAN
Penatausahaan Barang Milik Daerah 
pada SKPD

SUB KEGIATAN
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

SUB KEGIATAN
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

SUB KEGIATAN
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

SUB KEGIATAN
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu

SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

SUB KEGIATAN
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

SUB KEGIATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya


